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ABSTRAK 

Perang Bosnia merupakan perang yang sangat brutal yang terjadi di Eropa setelah Perang Dunia II. Perang pecah 

setelah referendum kemerdekaan Bosnia pada Maret 1992 mendapat perlawanan sengit dari mayoritas etnis 

Serbia. Kekerasan etnis yang menyertai konflik Balkan akhirnya menimbulkan intervensi internasional untuk 

mengakhiri konflik tersebut. PBB terlibat dalam upaya mitigasi konflik karena percaya bahwa apa yang terjadi di 

bekas Yugoslavia melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Melalui kewenangannya, PBB 

menganggap konflik ini sebagai situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan global. Dengan resolusi 

No.827/1993, Dewan Keamanan menetapkan ICTY sebagai lembaga peradilan internasional khusus untuk 

mengadili pelaku individu kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia berat di bekas wilayah Amerika 

Serikat, Yugoslavia.  

Tanggung jawab pidana internasional terhadap individu dalam Perang Bosnia adalah salah satu ketentuan 

Konvensi Jenewa tentang Hukum Humaniter, yang mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik 

bersenjata untuk menghormati aturan-aturan yang mengatur perang tersebut secara umum dalam semua kasus. 

Peraturan ini meminta pertanggungjawaban negara dan individu atas setiap pelanggaran serius terhadap ketentuan 

konvensi. Hal ini diatur oleh Pasal 2 dan 3 mengenai pelanggaran berat dan pelanggaran terhadap hukum dan 

kebiasaan perang Konvensi Jenewa 1949. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, berdasarkan kebutuhan untuk mendeskripsikan, 

mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang dikumpulkan dengan hasil akhir dalam bentuk tertulis. 

Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang meliputi telaah peraturan 

perundang-undangan, buku-buku sastra, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian terdahulu dan dokumen-

dokumen kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Akibat perang di Bosnia telah banyak menimbulkan pelanggaran hukum humaniter internasional berupa kejahatan 

terhadap kemanusiaan, termasuk tindakan pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, pemerkosaan dan 

pembunuhan. tindakan tidak manusiawi lainnya. Kemudian, sehubungan dengan penegakan hukum untuk 

mengadili para pelaku kejahatan tersebut, mereka dapat meminta bantuan yurisdiksi Pengadilan Kriminal 

Internasional. Mahkamah Internasional mengeluarkan putusan tersebut sebagai bukti penerapan hukum terhadap 

kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama Perang Bosnia. Artikel ini juga menjelaskan jenis-jenis 

pelanggaran Konvensi Jenewa dan cara menghukum pelanggar hukum humaniter. 

 

Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Mahkamah Pidana Internasional, Hukum Pidana Internasional, Perang Bosnia 

 

 
ABSTRACT 

The Bosnian War was a very brutal war that occurred in Europe after World War II. The war broke out after 

Bosnia's independence referendum in March 1992 met fierce resistance from the ethnic Serb majority. The ethnic 

violence that accompanied the Balkan conflict ultimately led to international intervention to end the conflict. The 

UN is involved in conflict mitigation efforts because it believes that what happened in the former Yugoslavia 

violates the principles of international humanitarian law. Through its authority, the UN considers this conflict as 

a situation that threatens global peace and security. With resolution No.827/1993, the Security Council established 

the ICTY as a special international judicial institution to try individual perpetrators of war crimes and serious 

human rights violations in the former United States territory, Yugoslavia. 

International criminal responsibility for individuals in the Bosnian War is one of the provisions of the Geneva 

Convention on Humanitarian Law, which obliges parties to an armed conflict to respect the rules governing that 

war generally in all cases. These regulations hold states and individuals accountable for any serious violations 

of the provisions of the convention. This is regulated by Articles 2 and 3 regarding serious violations and violations 

of the laws and customs of war of the 1949 Geneva Conventions. 

This research uses qualitative research methods, based on the need to describe, identify and organize the data 

collected with the final results in written form. Then the data collection technique used is library research which 
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includes a review of statutory regulations, literary books, official documents, results of previous research and 

other library documents related to the problem being studied. 

The consequences of the war in Bosnia have resulted in many violations of international humanitarian law in the 

form of crimes against humanity, including acts of murder, extermination, torture, rape and murder. other 

inhumane acts. Then, in connection with law enforcement to prosecute the perpetrators of these crimes, they can 

request assistance from the jurisdiction of the International Criminal Court. The International Court of Justice 

issued the ruling as proof of the application of the law to crimes against humanity committed during the Bosnian 

War. This article also explains the types of violations of the Geneva Conventions and how to punish violators of 

humanitarian law. 

 

Keywords: Human Rights Violations, International Criminal Court, International Criminal Law, Bosnian War 

 

 

PENDAHULUAN 

        Pelrang Bosni la adalah pelrang antara eltni ls Bosni la dan Selrbi la yang belrlangsung pada tahun 

1992 hi lngga 1995. Pelrang Bosni la belrawal dari l kelruntuhan Yugoslavi la pada tahun 1991. Pasca 

kelruntuhan Yugoslavi la, kelhi ldupan poli ltilk dan elkonomi l dari l nelgara-nelgara bawahannya 

kelhi llangan arah. 

        Pada 1 Marelt 1992, Bosni la dan Helzelrgovi lna melmutuskan untuk melnjadi l nelgara belrdaulat 

mellalui l relfelrelndum. Proklamasi l Bosni la dan Helzelrgovi lna melndapatkan pelngakuan 

i lntelrnasi lonal dan pada 22 Meli l 1992 melrelka relsmi l melnjadi l nelgara anggota PBB. Proklamasi l 

Bosni la melndapatkan pelnolakan dari l eltni ls Selrbi la. Di l bawah pi lmpi lnan Rodovan Karadzi lc dan 

Slobodan Mi llaselvi lc, eltni ls Selrbi la belrupaya untuk melnggagalkan pelmbelntukan nelgara Bosni la. 

Pada pelrtelngahan tahun 1992, eltni ls Selrbi la mulai l mellancarkan selrangan telrhadap kota-kota 

belsar Bosni la. Pelri lsti lwa pelnyelrangan i lni l pada pelrkelmbangannya melnjadi l upaya gelnosi lda 

telrhadap eltni ls muslilm Bosni la.1 

        Puncak dari l pelrang Bosni la telrjadi l pada bulan Julil 1995. Eltni ls Selrbi la mellakukan 

pelmbantai lan massal telrhadap lelbi lh dari l 8.000 masyarakat si lpi ll Ilslam Bosni la pada tanggal 11-

22 Julil 1995. PBB dan NATO selbagai l organi lsasi l kelamanan i lntelrnasi lonal belrusaha untuk 

melnye llelsai lkan Pelrang Bosni la. Pada bulan Agustus hilngga Selptelmbelr 1995, PBB dan NATO 

mellakukan selrangan udara belsar-belsaran untuk melnghelnti lkan kelkeljaman eltni ls Selrbi la. Dalam 

jurnal Pelrang Bosni la : Konfli lk Eltni ls Melnuju Kelmelrdelkaan tahun 1991-1995 (2014) karya Sri l 

Sumarti lnil, pelrang Bosni la belrakhi lr mellalui l pelrjanji lan damai l Dayton yang di lsellelnggarakan 

pada 21 Novelmbelr 1995. Pelrjanji lan Dayton melngatur pelmbagi lan wi llayah Bosni la yang di lbagi l 

melnjadi l dua nelgara yai ltu, Relpubli lk Srpska dan Feldelrasi l Bosni la-Helzelrgovi lna.2 

        Konfli lk belrselnjata i lni l telrjadi l antara pi lhak Muslilm Bosni la delngan Selrbi la melmpelrelbutkan 

wi llayah Sarajelvo, dan hal i lni l di lpelrburuk juga delngan adanya pelrtelmpuran Musli lm Bosni la 

delngan Kroasi la yang melnyelbabkan hancurnya potelnsi l milli ltelr di l Bosni la Telngah. Kelmudi lan, di l 

tahun 1995 telrdapat pelmbantai lan massal masyarakat si lpi ll Muslilm Bosni la yang di llakukan olelh 

pi lhak eltni ls Selrbi la. Ti ldak dapat di lpungki lri l, bahwa dalam konfli lk belrselnjata i lni l melnci lptakan 

belrbagai l keljahatan telrhadap kelmanusi laan yang mellanggar pri lnsi lp  maupun keltelntuan- 

keltelntuan Hukum Humani ltelr Ilntelrnasi lonal yang belrlaku. 

        Hukum humani ltelr i lntelrnasi lonal dapat di larti lkan selbagai l pelrjanji lan atau hukum kelbi lasaan 

i lntelrnasi lonal yang belrtujuan untuk melnyellelsai lkan masalah-masalah yang belrkai ltan delngan 

kelmanusi laan yang muncul selbagai l aki lbat dari l konfli lk belrselnjata. Delmi l alasan-alasan 

kelmanusi laan pelraturan-pelraturan telrselbut melmbatasi l hak pi lhak-pi lhak yang telrli lbat dalam 

konfli lk dalam hal pelmilli lhan alat dan cara belrpelrang, selrta melmbelri lkan pelrli lndungan kelpada 

                                                           
1 https://www.republika.id/posts/42996/sejarah-perang-bosnia#:~:text=Perang diakses pada tanggal 25 Januari 
2024 
2 https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/05/140422469/terjadinya-perang-bosnia-1992-1995 diakses 
pada tanggal 26 Januari 2024 
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orang dan hak mi lli lk yang telrkelna dampak atau kelmungki lnan belsar akan telrkelna dampak 

konfli lk.3 

        Hukum humani ltelr i lntelrnasi lonal yang kelmudi lan di lkelnal juga selbagai l hukum konfli lk 

belrselnjata atau hukum pelrang melmi lli lki l 2 cabang yai ltu hukum jelnelwa dan hukum deln haag. 

Hukum Jelnelwa di lrancang untuk melli lndungi l pelrsonell mi lliltelr yang ti ldak dapat lagi l telrli lbat dalm 

pelrang dan juga pelnduduk si lpill. Seldangkan hukum Deln Haag melnelntukan hak dan kelwaji lban 

nelgara-nelgara belrpelrang Pellanggaran-pellanggaran telrhadap hukum humani ltelr i lni l dapat 

di ldakwa dan bawa kel pelngadi llan kri lmi lnal i lntelrnasi lonal (Ilntelrnati lonal Cri lmi lnal Court).4 

        Olelh selbab i ltu, pelrlu di lusut tuntas telrkai lt keljahatan telrhadap kelmanusi laan yang telrjadi l 

dalam pelrang Bosni la i lni l delngan belrlandaskan Hukum Humani ltelr Ilntelrnasi lonal yang kelmudi lan 

di lkuatkan olelh yuri lsdi lksi l Mahkamah Pi ldana Ilntelrnasi lonal dalam prosels pelnjatuhan hukuman 

bagi l pellaku keljahatan telrselbut. 

 

 

IDENTIFIKASI MASALAH 

1. Bagai lmanakah pelnelgakan hukum pi ldana i lntelrnasi lonal telrhadap pellanggaran HAM 

yang telrjadi l di l Bosni la? 

2. Bagai lmanakah belntuk pellanggaran HAM yang telrjadi l dalam pelrang di l Bosni la? 

 

 

METODE PENELITIAN 

        Dalam Pelni lli lti lan i lni l melnggunakan Meltodel Pelni lli ltilan Hukum Normati lf. Pelnelli lti lan 

Hukum Normati lf melrupakan pelnelli lti lan hukum yang di llakukan delngan cara melnelli lti l bahan 

pustaka atau data selkundelr. Pelnelli lti lan hukum normati lf dilselbut juga pelnelli lti lan hukum 

doktri lnal. Melnurut Peltelr Mahmud Marzukil, pelnelli ltilan hukum normati lf adalah suatu prosels 

untuk melnelmukan suatu aturan hukum, pri lnsi lp-pri lnsi lp hukum, maupun doktri ln-doktri ln hukum 

guna melnjawab i lsu hukum yang di lhadapi l. Pada pelnelli lti lan hukum jelni ls i lni l, selri lngkali l hukum 

di lkonselpkan selbagai l apa yang telrtuli ls dalam pelraturan pelrundangundangan atau hukum 

di lkonselpkan selbagai l kai ldah atau norma yang melrupakan patokan belrpelri llaku manusi la yang 

di langgap pantas.  

        Tolok ukur Soelrjono Soelkanto dalam pelmbahasan nya melngelnal pelnelli lti lan Hukum 

Normati lf adalah dari l si lfat dan ruang li lngkup di lsi lpli ln hukum, dilmana di lsi lpli ln di larti lkan selbagai l 

suatu silstelm ajaran telntang kelnyataan, yang bi lasanya melncakup di lsi lpli ln anali lti ls dan dilsi lpliln 

prelksri lpti lf ji lka hukum di lpandang hanya melncakup selgi l normati lf nya saja. Namun delmi lki lan 

masi lh delngan tuli lsan yang sama telrselbut, Soeljono Soelkanto teltapi l ilngi ln melmbuktilkan dan 

melnelgaskan bahwa di lsi lpli ln hukum lazilmnya juga dapat di larti lkan selbagai l suatu si lstelm ajaran 

telntang hukum selsuai l delngan norma dan kelnyataan (pelri llaku) atau selbagai l suatu yang di l ci lta 

ci ltakan dan selbagai l relali ltas/hukum yang hi ldup bahkan di lsi lpli ln hukum yang melmi lli lkil selgi l 

umum dan khusus. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 ICRC, 2004, Hukum Humaniter Internasional : Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda, Jakarta : Delegasi 

ICRC, hal 4. 
4 Mumtazinur, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi 

Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat untuk Bekas Negara Yugoslavia Jurnal Dusturiah. VOL.8. 

NO.2. (Juli - Desember) 2018. 116-128 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363 
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PEMBAHASAN 

 

1. Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Yang 

Terjadi di Bosnia 

        Pelradi llan Ilntelrnasi lonal melmpunyai l kelwelnangan untuk melnelgakkan keltelntuan hukum 

i lntelrnasi lonal telrhadap melrelka yang mellakukan keljahatan belrat atau mellanggar hukum 

humani ltelr i lntelrnasi lonal, selbagai lmana di latur dalam Pasal 1 Statuta. Sellanjutnya karelna 

banyaknya pellanggaran atau keljahatan yang di llakukan pada masa Pelrang Bosni la, maka 

di lbelntuklah pelngadi llan khusus IlCTY (Ilntelrnati lonal Tri lbunal for thel Formelr Yugoslavi la) 

belrdasarkan Statuta Roma tahun 1998 untuk melnelgakkan hukum telrhadap melrelka yang 

mellakukan keljahatan belrat yang di llakukan pada masa Pelrang Bosni la. 5 

        Pada hakelkatnya Statuta Roma tildak belrlaku surut, arti lnya ti ldak dapat diltelrapkan selcara 

surut. Namun, dalam kasus Pelrang Bosni la, telrdapat pelngelcuali lan telrhadap pelnelrapan asas 

reltroakti lf dalam Statuta Roma, karelna keljahatan yang di llakukan sellama Pelrang Bosni la 

telrgolong keljahatan khusus selhi lngga dapat di ltelrapkan asas faktor reltroakti lf. Yuri lsdi lksi l 

Mahkamah Kri lmi lnal Ilntelrnasi lonal melncakup ti lga keljahatan, telrmasuk gelnosi lda, keljahatan 

telrhadap kelmanusi laan, dan keljahatan pelrang. Kelti lga keljahatan i lni l tellah di ltelgaskan dalam Pasal 

5 sampai l 8 Statuta Roma tahun 1998.6 

        Selpelrti l badan pelradi llan pada umumnya, yuri lsdilksi l Pelngadi llan i lni l melncakup pelrsonal, 

telmporal dan , telri ltori lal dan pildana. Olelh karelna i ltu, pelnilnjauan catatan dilpelrlukan untuk 

melngi ldelnti lfi lkasi l pellaku dan keljahatan yang di llakukan. Prosels pelni lnjauan kelmbali l telrdi lri l dari l 

ti lga ti lngkatan, yai ltu Di lvi lsil Pelngadi llan, Di lvi lsi l Bandi lng, dan Di lvi lsi l Pelni lnjauan Kelmbali l, 

delngan tujuan untuk melmi lnilmali lsi lr kelsalahan dalam pelrsi ldangan telrdakwa. Melmang belnar, 

prosels Pelngadi llan i lni l sangat komprelhelnsi lf selhi lngga ti ldak hanya melmpelrti lmbangkan satu 

aspelk keljahatan, selpelrti l keljahatan telrhadap kelmanusi laan. Namun, hal i lni l juga melngi ldelnti lfi lkasi l 

keljahatan selri lus lai lnnya selpelrti l gelnosi lda atau keljahatan pelrang. Di l antara pelri lsti lwa pelrang 

yang telrjadi l di l Bosni la, yang pali lng umum adalah keljahatan telrhadap kelmanusi laan.7 

        Radovan Karadzi lc, pelmi lmpiln Selrbi la Bosni la, dan Ratko Mladilc, komandan pasukan 

Selrbi la Bosni la, kelduanya di ltuduh belrtanggung jawab atas kelkeljaman sellama pelrang di l Bosni la. 

Tanggung jawab i lndi lvi ldu atau i lndi lvi ldu atas pelrelncanaan, pelnghasutan, pelri lntah atau bantuan 

dalam pelrelncanaan, pelrsi lapan dan pellaksanaan keljahatan sellama Pelrang Bosni la. Olelh karelna 

i ltu, telrdakwa juga belrtanggung jawab atas ti lndakan bawahannya, telrmasuk keljahatan telrhadap 

kelmanusi laan, gelnosi lda, dan keljahatan pelrang. 

2. Bentuk Pelanggaran HAM Yang Terjadi Dalam Perang di Bosnia 

        Pada tanggal 30 Marelt 1992, selorang eltni ls Selrbi la yang melni lkah delngan putranya di lbunuh 

di l kota Sarajelvo. Hal i lni l selmaki ln melmi lcu pelmbantai lan yang di llakukan olelh pi lhak Selrbi la 

telrhadap warga si lpi ll Bosni la, yang melnye lbabkan lelbi lh dari l 8.000 orang telwas.8 Pelmbunuhan 

i lni l di langgap selbagai l keljahatan telrhadap kelmanusi laan belrdasarkan Pasal 7 Statuta Roma 1998 

dan juga mellanggar keltelntuan hukum humani ltelr i lntelrnasi lonal, khususnya Pasal 3 Konvelnsi l 

Jelnelwa 1949 yang melnjellaskan bahwa kombatan harus melmbeldakan yang telrluka. , orang saki lt 

dan warga si lpi ll. Namun keltelntuan i lni l di labai lkan sellama pelrang Bosni la. Delmi lkilan pula delngan 

keltelntuan Pasal 1 Konvelnsi l Deln Haag Kelti lga tahun 1907 yang melnyatakan “Nelgara-nelgara 

                                                           
5 Afriza Fitri Maghfiroh, Munadzirotun Kasanah, Rizky Aulia Febriyanti, Safira Budhy Rahmadhani, Winna 
Wahyu Permatasari, "YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN 
DALAM PERANG BOSNIA", Vol 5, No 1 (2022) 
6 Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan. 2003. Terjemahan Konvensi Jenewa 1949. Jakarta : 
Departemen Kehakiman. hal,100. 
7 Mahruz Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (In Court System dan Out Court 
System). Jakarta: Gramata Publishing. 
8 https://www.republika.id/posts/42915/menjaga-kenangan-srebrenica diakses pada tanggal 27 Januari 2024 
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pelnandatangan melngakui l bahwa pelrmusuhan di l antara melrelka ti ldak bolelh di lmulail tanpa 

pelri lngatan selbellumnya dan telgas, dalam keladaan melndelri lta bai lk mellalui l pelrnyataan pelrang, 

atau delngan ulti lmatum yang di lselrtai l delngan syarat. pelrnyataan. pelrang". Olelh karelna i ltu, 

pelrang dapat di lmulai l delngan pelrnyataan pelrang atau ulti lmatum yang di lselrtai l delngan 

pelrnyataan belrsyarat. Selbagai lmana di ljellaskan dalam pasal i lni l, pelrang ti ldak bolelh di llakukan 

delngan cara langsung, delngan melmulai l pelmbunuhan massal atau pelmbantai lan. Hal i lni l 

melrupakan bukti l bahwa ti lndakan yang di llakukan sellama Pelrang Bosni la mellanggar keltelntuan 

Konvelnsi l Deln Haag tahun 1907. 

        Pelmbunuhan massal dalam Pelrang Bosni la di lpandang selbagai l belntuk pelmusnahan yang 

belrujung pada kelhancuran masyarakat. Keljahatan i lni l juga di lklasilfi lkasi lkan selbagai l Gelnosi lda. 

Pelraturan yang melngatur melngelnai l pelmusnahan i lni l, sellai ln Pasal 6 dan 7 Statuta Roma tahun 

1998, juga melmuat Pasal 4 Konvelnsi l Gelnosi lda yang melnyatakan bahwa “Orang yang 

mellakukan keljahatan gelnosi lda atau ti lndakan lai ln apa pun yang telrcantum dalam Pasal IlIlIl akan 

di lhukum, belrapapun hukumannya.” apakah melrelka pelmi lmpi ln yang belrtanggung jawab selcara 

konsti ltusilonal, peljabat publi lk atau ilndi lvi ldu swasta. Keltelntuan i lni l dapat melnjadi l keltelntuan 

tambahan untuk melnelntukan dan melngadi lli l para pellaku pellanggaran hukum humaniltelr 

i lntelrnasi lonal sellama pelrang di l Bosni la.9 

        Delportasi l atau rellokasi l pelnduduk selcara paksa Sellama pelrang Bosni la. Pelmbelrsi lhan eltni ls 

i lni l di llakukan olelh orang-orang Selrbi la mellalui l pelmbunuhan, pelrtukaran pelnduduk, delportasi l 

atau pelmi lndahan paksa telrhadap pelnduduk non-Selrbi la, dan i lni l belrlanjut hi lngga awal tahun 

1994. Hal i lni l belrtelntangan delngan Pasal 3 Delklarasi l Uni lvelrsal Hak Asasi l Manusi la tahun 1948 

yang melnjellaskan bahwa selti lap orang belrhak atas kelhi ldupan, kelbelbasan dan kelamanan 

pri lbadi l, dan di lpelrkuat delngan Pasal 5 yang melnyatakan “Ti ldak selorang pun bolelh melnjadi l 

sasaran pelnyi lksaan atau pelrlakuan atau pelnghukuman yang keljam, ti ldak manusi lawi l atau 

melrelndahkan martabat manusi la.” Arti lnya, ti ldak selorang pun bolelh di lsi lksa atau di lpelrlakukan 

delngan buruk, atau di ljadi lkan sasaran pelrlakuan atau hukuman yang ti ldak manusi lawi l atau 

melrelndahkan martabat manusi la. Lelbi lh jauh lagi l, tanpa dasar yang di lbelnarkan olelh hukum 

i lntelrnasi lonal, pelmi lndahan paksa i lnil melrupakan keljahatan telrhadap kelmanusi laan belrdasarkan 

keltelntuan pasal 7 ayat 2 (d) Statuta Roma tahun 1998.10 

        Pelmelrkosaan atau pelrbudakan selksual Selrangan eltni ls Kroasi la telrhadap orang Selrbi la di l 

bawah kelkuasaan kellompok sayap kanan Kroasi la, yang di llakukan di l delsa Siljelkovac, 

melngaki lbatkan belbelrapa korban si lpi ll dan juga pelmelrkosaan 7  wani lta Selrbi la, 3 di l antaranya 

kelmudi lan di lbunuh. Adanya ti lndakan pelmelrkosaan i lni l melmbukti lkan adanya pellanggaran  

telrhadap keltelntuan pasal 27 ayat 2 Konvelnsi l Jelnelwa Kelelmpat tahun 1949 yang melnyatakan 

bahwa “Pelrelmpuan harus dilli lndungi l selcara khusus telrhadap selgala ti lndakan yang mellanggar 

martabatnya”. melnelntang pelmelrkosaan, prosti ltusi l paksa atau selgala belntuk pelnye lrangan ti ldak 

selnonoh. Sellai ln iltu, telrdapat undang-undang yang selcara khusus melnangani l ti lndakan 

pellelcelhan selksual atau pelmelrkosaan, telrmasuk yang telrcantum dalam Konvelnsi l Ilntelrnasi lonal 

untuk  Pelncelgahan Pelrdagangan Pelrelmpuan dan Anak mel tahun 1947. 

 

KESIMPULAN 

        Pelnelgakan hukum pi ldana i lntelrnasi lonal tellah melnjadi l wujud nyata dari l keli lngi lnan duni la 

untuk melncelgah dan melnghukum pellanggaran HAM yang telrjadi l di l Bosni la. Delngan adanya 

Pelradi llan Ilntelrnasi lonal dan pelngadi llan khusus IlCTY, keltelntuan hukum i lntelrnasi lonal dapat 

di ltelgakkan telrhadap melrelka yang mellakukan keljahatan belrat atau mellanggar hukum humaniltelr 

                                                           
9 ELSAM. (2004). Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan 
Pidana. 1–241. ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 
10 https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Perang_Bosnia diakses pada tanggal 25 Januari 2024 
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i lntelrnasi lonal. Hal i lni l selsuai l delngan Pasal 1 Statuta yang melmbelri lkan kelwelnangan kelpada 

Pelradi llan Ilntelrnasi lonal untuk melnelgakkan hukum telrhadap pellanggar HAM.  

        Selbagai l upaya konkrelt untuk melnelgakkan hukum, pelngadi llan khusus IlCTY di lbelntuk 

belrdasarkan Statuta Roma tahun 1998, delngan fokus utama pada pelnelgakan hukum telrhadap 

keljahatan belrat yang di llakukan sellama Pelrang Bosni la. Delngan delmi lki lan, pelnelgakan hukum 

pi ldana i lntelrnasi lonal tellah melmbelri lkan keladi llan bagi l para korban dan melndorong pelncelgahan 

pellanggaran HAM di l masa yang akan datang. 
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